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716 PESANTREN DIDUGA FIKTIF MASUK DAFTAR PENERIMA  

HIBAH BANTEN 2021 

 

 
Ilustrasi: www.inews.id 

 

Pengelolaan dana hibah untuk pesantren jadi sorotan setelah adanya penyidikan dari 

Kejati Banten. Untuk hibah tahun 2021 yang dananya belum dicairkan, sudah ada 716 

pesantren yang diduga fiktif. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Gunawan Rusminto. Ia menjelaskan, total penerima hibah untuk tahun 2021 

sebanyak 4.042 pesantren. Sebagai tahap awal verifikasi, pihaknya sudah menemukan 

ada 716 yang bisa dikatakan diduga fiktif. 

"Bisa dikatakan (fiktif), itu yang tidak akan kita terima untuk administrasi pertama, 

berikutnya kita cek kembali faktual ke lapangan," kata Gunawan kepada wartawan di 

Serang, Rabu (21/4/2021). 

716 pesantren fiktif ini terdiri dari double pencatatan sebanyak 514 dan sisanya adalah 

pesantren yang tidak memiliki izin operasional. Dua kesalahan ini bisa membuat 

pesantren tidak menerima bantuan hibah. 

Berdasarkan saran dari Kejati Banten dan gubernur, pihaknya memang harus melakukan 

verifikasi faktual untuk penerima hibah pesantren. Termasuk apakah pesantren di 

lapangan memiliki izin operasional. Ini dilakukan karena adanya penyidikan dari Kejati 

Banten soal hibah pesantren untuk tahun 2020. 

Hibah ponpes 2021 oleh Pemprov Banten dianggarkan Rp 161 miliar. Alokasi anggaran 

per pesantren naik menjadi Rp 40 juta dan diberikan ke 4.042 pesantren se-Banten. 
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Kejati Banten sendiri telah menetapkan satu tersangka ES diduga oknum lapangan yang 

melakukan pemotongan hibah pesantren tahun 2020. Di tahun itu, pesantren mendapat 

Rp 30 juta dengan total anggaran Rp 117 miliar. Kejari mengaku mencari calon 

tersangka lain untuk kasus korupsi ini. 
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Catatan: 

Dana Hibah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten di atur dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 

(dhi. Pemerintah Daerah Provinsi Banten) dapat memberikan dana hibah sesuai 

kemampuan keuangan daerah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia
1
. Hibah kepada Badan dan lembaga di atur dalam Pasal 5 

ayat (5) diberikan kepada: 

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan 

terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau 

Bupati/Walikota; 

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa 

kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapatan 

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Terkait sesuai dengan 

kewenangannya; atau 

                                                           
1 Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. 

https://titiknol.co.id/
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d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya.
 2

 

Dan Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

menurut Pasal 5 ayat (6) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan 

yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
3
 

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) disebutkan bahwa pemberian 

Hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan 

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; dan/atau 

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria keperluan mendesak meliputi: 

a. untuk pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya masih perlu dianggarkan 

kembali pada tahun berikutnya dan tahun anggaran berjalan; dan 

b. untuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
4
 

Untuk mendapatkan dana hibah tersebut, Badan dan Lembaga harus memenuhi 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan 

lainnya; dan  

                                                           
2 Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. 

3 Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. 

4 Pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten. 
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c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan 

lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk 

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi 

Hibah. 

Sedangkan organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan paling sedikit: 

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

dan 

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

Hibah tersebut diberikan hanya kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Provinsi.
 5

 

 

 

                                                           
5 Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten. 


